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ABSTRAK : - Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan
kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada
Daerah. Penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu menekankan
prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan
keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan
keanekaragaman Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan
salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai
penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk
memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah UUD 1945 Pasal 1 ayat (1),
Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), dan
Pasal 23; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25
Tahun 1999.

- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Perubahan Undang-Undang
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan Pasal 1 angka 1,
angka 2, angka 3, angka 7, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka
14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 22,
angka 24, angka 25, angka 33, angka 34, angka 35, dan angka 37 diubah.
Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, serta
ayat (5) dan ayat (6) dihapus. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2
(dua) Pasal yaitu Pasal 2A dan Pasal 2B. Ketentuan Pasal 3 diubah.
Ketentuan Pasal 4 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (5)
dan ayat (6). Ketentuan Pasal 5 dihapus. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6
disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 5A. Ketentuan Pasal 18 diubah, dan
ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). Ketentuan Pasal
21 diubah. Ketentuan Pasal 24 diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu
ayat (5) dan ayat (6). Ketentuan Pasal 25 dihapus. Di antara Pasal 25 dan
Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 25A. Ketentuan Pasal 36
diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu
ayat 2a. Ketentuan Pasal 42 diubah.

CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20
Desember 2000.
- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
- Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku semua Peraturan Daerah
tentang Pajak dan Peraturan Daerah tentang Retribusi yang telah diajukan



kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan
berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebelum
berlakunya undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-undang ini dapat dilaksanakan tanpa memerlukan pengesahan
tersebut.

Penjelasan : 15 him.



